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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG

TAHUN 2013 NOMOR 05

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG

NOMOR 05 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan
Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2013;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat
II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin
dan Daerah Tingkat II Tabalong
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2756);
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1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985
tentang Pajak Bumi dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1985 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3312)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3569);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);
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6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun
2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4028);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416)
sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4712);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340);
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah  diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010, tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor  110,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5155);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005
tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4593);
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19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007
tentang Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kepada Masyarakat (Lembaran Negara
Republik Indonesia  Tahun 2007 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4693);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011
tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5219);
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24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012
tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5272);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53
Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2013;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);
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30. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2009 Nomor 09, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2009-2014
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2009 Nomor 15);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010
Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 01);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor 01 Tahun 2013 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2013 (Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2013 Nomor 01);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TABALONG

dan

BUPATI TABALONG
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2013, semula berjumlah Rp.
1.076.388.645.005,00 bertambah/berkurang sejumlah
Rp. 14.939.356.503,52 sehingga menjadi Rp.
1.091.328.001.508,52  dengan rincian sebagai berikut :
1.Pendapatan

a. Semula Rp. 1.038.627.298.300,00
b. Bertambah/(berkurang) Rp. 4.474.855.837,00

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 1.043.102.154.137,00

2. Belanja
a. Semula Rp. 1.076.388.645.005,00
b. Bertambah/(berkurang) Rp. 14.939.356.503,52

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 1.091.328.001.508,52

Surplus/(Defisit) setelah Perubahan (Rp. 48.225.847.371,52)

3. Pembiayaan
a. Penerimaan

1) Semula Rp. 60.844.511.317,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 5.464.500.666,52

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 66.309.011.983,52
b. Pengeluaran

1) Semula Rp. 23.083.164.612,00
2) Bertambah/(berkurang) (Rp. 5.000.000.000,00)

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 18.083.164.612,00

Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp. 48.225.847.371,52
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah
Perubahan Rp. 0,00
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Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 terdiri dari :
a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp. 65.663.676.410,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 4.011.290.670,00

Jumlah pendapatan asli daerah setelah
Perubahan Rp. 69.674.967.080,00

b. Dana Perimbangan
1) Semula Rp. 810.078.308.660,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 2.179.751.397,00

Jumlah dana perimbangan setelah
Perubahan Rp. 812.258.060.057,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
1) Semula Rp. 162.885.313.230,00
2) Bertambah/(berkurang) (Rp. 1.716.186.230,00

Jumlah lain-lain pendapatan daerah
yang sah setelah Perubahan Rp. 161.169.127.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
a. Pajak Daerah

1) Semula Rp. 25.723.397.600,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 2.938.968.000,00

Jumlah pendapatan asli daerah setelah
Perubahan Rp. 28.662.365.600,00

b. Retribusi Daerah
1) Semula Rp. 17.174.387.610,00
2) Bertambah/(berkurang) (Rp. 10.977.237.330,00)

Jumlah retribusi daerah setelah
Perubahan Rp. 6.197.150.280,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
1) Semula Rp. 5.265.891.200,00
2) Bertambah/(berkurang) (Rp. 460.000.000,00)

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan setelah
Perubahan Rp. 4.805.891.200,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
1) Semula Rp. 17.500.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 12.509.560.000,00

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah
setelah Perubahan Rp. 30.009.560.000,00
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(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
a. Dana Bagi Hasil

1) Semula Rp. 404.996.279.660,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 2.179.751.397,00

Jumlah dana bagi hasil setelah
Perubahan Rp. 407.176.031.057,00

b. Dana Alokasi Umum
1) Semula Rp. 405.082.029.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah dana alokasi umum setelah
Perubahan Rp. 405.082.029.000,00

c. Dana Alokasi Khusus
1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah dana alokasi khusus setelah
Perubahan Rp. 0,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis
pendapatan :
a. Hibah

1) Semula Rp. 100.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 4.000.000.000,00

Jumlah pendapatan hibah setelah
Perubahan Rp. 4.100.000.000,00

b. Dana Darurat
1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah dana darurat setelah Perubahan Rp. 0,00

c. Dana Bagi Hasil Pajak
1) Semula Rp. 94.180.979.230,00
2) Bertambah/(berkurang) (Rp. 8.285.106.230,00)

Jumlah dana bagi hasil pajak setelah
Perubahan Rp. 85.895.873.000,00

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
1) Semula Rp. 68.604.334.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 1.396.470.000,00

Jumlah dana penyesuaian dan
otonomi khusus setelah Perubahan Rp. 70.000.804.000,00

- 12 -

e. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 1.172.450.000,00

Jumlah bantuang keuangan dari
provinsi atau dari pemerintah daerah
lainnya setelah Perubahan Rp. 1.172.450.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
terdiri dari :
a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula Rp. 605.965.955.357,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 2.382.527.453,52

Jumlah belanja tidak langsung setelah
Perubahan Rp. 608.350.482.810,52

b. Belanja Langsung
1) Semula Rp. 470.420.689.648,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 12.556.829.050,00

Jumlah belanja langsung setelah
Perubahan Rp. 482.977.518.698,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp. 501.633.473.357,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 1.921.724.453,52

Jumlah belanja pegawai setelah
Perubahan Rp. 503.555.197.810,52

b. Belanja Bunga
1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah belanja bunga setelah
Perubahan Rp. 0,00

c. Belanja Subsidi
1) Semula Rp. 110.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah belanja subsidi setelah
Perubahan Rp. 110.000.000,00

d. Belanja Hibah
1) Semula Rp. 49.977.186.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 5.504.562.000,00

Jumlah belanja hibah setelah Perubahan Rp. 55.481.748.000,00
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e. Belanja Bantuan Sosial
1) Semula Rp. 13.434.564.000,00
2) Bertambah/(berkurang) (Rp. 2.981.371.000,00)

Jumlah belanja bantuan sosial setelah
Perubahan Rp. 10.453.193.000,00

f. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah
Desa
1) Semula Rp. 6.730.600.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah belanja bagi hasil kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota dan
Pemerintahan desa setelah Perubahan Rp. 6.730.600.000,00

g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan
Pemerintah Desa
1) Semula Rp. 32.332.132.000,00
2) Bertambah/(berkurang) (Rp. 3.062.388.000,00)

Jumlah belanja bantuan keuangan
kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan
Pemerintah Desa setelah Perubahan Rp. 29.269.744.000,00

h.Belanja Tidak Terduga
1) Semula Rp. 1.750.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 1.000.000.000,00

Jumlah belanja tidak terduga setelah
Perubahan Rp. 2.750.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b terdiri dari jenis Belanja :
a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp. 82.527.963.430,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 1.843.616.100,00

Jumlah belanja pegawai setelah
Perubahan Rp. 84.371.579.530,00

b. Belanja Barang dan Jasa
1) Semula Rp. 173.218.796.020,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 11.577.532.355,00

Jumlah belanja barang dan jasa
setelah Perubahan Rp. 184.796.328.375,00

c. Belanja Modal
1) Semula Rp. 214.673.930.198,00
2) Bertambah/(berkurang) (Rp. 864.319.405,00)

Jumlah belanja barang dan jasa
setelah Perubahan Rp. 213.809.610.793,00
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Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 terdiri dari :
a. Penerimaan

1) Semula Rp. 60.844.511.317,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 5.464.500.666,52

Jumlah penerimaan setelah Perubahan Rp. 66.309.011.983,52

b. Pengeluaran
1) Semula Rp. 23.083.164.612,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 5.000.000.000,00

Jumlah pengeluaran setelah Perubahan Rp. 18.083.164.612,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
a. SILPA Tahun Anggaran sebelumnya

1) Semula Rp. 7.462.221.084,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 58.386.790.899,52

Jumlah SILPA tahun anggaran
sebelumnya setelah Perubahan Rp. 65.849.011.983,52

b. Pencairan Dana Cadangan
1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah pencairan dana cadangan
setelah Perubahan Rp. 0,00

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 460.000.000,00

Jumlah hasil penjualan kekayaan
daerah yang dipisahkan setelah
Perubahan Rp. 460.000.000,00

d. Penerimaan Pinjaman Daerah
1) Semula Rp. 53.382.290.233,00
2) Bertambah/(berkurang) (Rp. 53.382.290.233,00)

Jumlah penerimaan pinjaman daerah
setelah Perubahan Rp. 0,00

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah penerimaan kembali pemberian
pinjaman setelah Perubahan Rp. 0,00
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f. Penerimaan Piutang Daerah
1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah penerimaan piutang daerah
setelah Perubahan Rp. 0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
a. Pembentukan Dana Cadangan

1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah pembentukan dana cadangan
setelah Perubahan Rp. 0,00

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
1) Semula Rp. 20.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) (Rp. 5.000.000.000,00)

Jumlah penyertaan modal (investasi)
pemerintah daerah setelah Perubahan Rp. 15.000.000.000,00

c. Pembayaran Pokok Utang
1) Semula Rp. 3.083.164.612,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah pembayaran pokok utang
setelah Perubahan Rp. 3.083.164.612,00

d. Pemberian Pinjaman Daerah
1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah pemberian pinjaman daerah
setelah Perubahan Rp. 0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;

2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut
Urusan Pemerintahan Daerah dan
Organisasi;
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3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut
Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program dan Kegiatan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja
menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program dan
Kegiatan;

5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja
Daerah untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintahan
Daerah dan Fungsi dalam Kerangka
Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per-
golongan dan per-jabatan;

7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
yang telah ditetapkan dengan
Peraturan Daerah;

8. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-kegiatan tahun
anggaran sebelumnya yang belum
diselesaikan dan dianggarkan kembali
dalam tahun anggaran ini;

9. Lampiran IX Daftar pinjaman daerah dan obligasi
daerah.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun Anggaran 2013 diatur dengan Peraturan
Bupati.
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Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 28 Oktober 2013

BUPATI TABALONG,

Cap.                ttd.

H. RACHMAN RAMSYI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 28 Oktober 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TABALONG,

H. MARZUKI HAKIM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
TAHUN 2013 NOMOR 05


